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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
  Alif A tidak dilambangkan ا
 Ba B Bc ة
 Ta T Tc ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha K ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin S es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
ix 
 
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
ٔ Wau W We 
ْ Ha Y Ha 
 Hamzah „ Apostrof ء
ٖ Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fathah A a اَ 
x 
 
 kasrah I i اِ 
 ḍammah U u اُ 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٖ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َٔ  fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
 kaifa : َكْٛفَ  
لَ   ْٕ َْ : haula 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 ...َا| َ ٖ...
Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ٖ 
Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 ُٔ  






 mata :َيبتَ 
َرَيٗ  : rama 
ْٛمْ   قِ : qila 
تُ   ْٕ ًُ َٚ : yamutu    
 
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 
"h".  
Contoh:  
َضةُ اْألَْطَف لِ   َٔ َر : raudal al-at fal 
َُْٚةُ ْانفَب ِضهَةُ   ِد  ًَ اَْن : al-madinah al-fadilah 
ًَة  al-hikmah :        اَْنِحْك
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
َب  rabbana :َربَُّ




6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
Contoh: 
 al-falsafah :اَْنفَْهَسفَةُ 
 al-biladu :اَْنباِلَدُ 
 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
أُِيْرتُ   : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْٔ  ta’ muruna :تَأُْيُر
3. Hamzah akhir 





8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
 
9. Lafz al-Jalalah ( ه  ( َّلال
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 




ٍُ هللاَّ   ْٚ ِد Dinullahانَّهٓبِب billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 





10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
      Wa ma Muhammadun illa rasul 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
       SM  = Sebelum Masehi 
          l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
          w.  = Wafat tahun 
        QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penulis ingin mencari fokus 
kepastian hukum yang di peroleh anak yang dimana di sini anak yang di maksud 
adalah korban perceraian orang tua. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan 
beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum terhadap hak anak 
sebagai korban perceraian?, 2) Bagaimana kepastian hak terhadap anak berdasarkan 
undang-undang No. 35 tahun 2014? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan. Sumber segala isi dari penelitian ini adalah pengadilan Agama 
Sungguminasa kelas 1B, Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Peneliti ingin lebih mengetahui sejauh apa peranan lembaga pengadilan agama 
dalam memutus suatu kepastian hukum yang melekat pada anak sebagai korban 
perceraian orang tua. Apakah dalam setiap putusan yang dikeluarkan pengadilan 
agama mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam 
undang-undang perlidungan anak?.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa landasan undang-
undang yang menjadi acuan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus 
suatu perkara yang berkaitan dengan Anak, yaitu: hakim berperan sebagai penengah 
dalam menentukan dan menetapkan hak asuh, adapun implikasi masalah yang terjadi 
setelah dikeluarkannya petusan pengadilan maka pengadilan memberikan 
keseluruhan wewenang untuk melakukan proses hukum lanjutan. 
Implikasi penelitian ini adalah: 1) Sebagai bahan evaluasi bagi hakim untuk 
lebih rinci dan objektif dalam memutus hak asuh terhadap anak korban perceraian  2) 
Untuk menjadi bahan pedoman bagi hakim untuk melihat hak anak yang wajib 
direalisasikan serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah dikeluarkannya 





A. Latar Belakang 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945,pada alinea IV dinyatakan bahwa,tujuan dibentuknya negara Republik  
Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti baik laki-laki 
maupun perempuan,tua ataupun muda yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia 
wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. 
Melindungi juga berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi 
laki-laki dan perempuan,tua ataupun muda. Jhon Grey dalam bukunya “children 
are from heaven” menuturkan bahwa betapa anak-anak dilahirkan tidak 
berdosa.Namun kita bertanggung jawab secara bijaksana mendukung mereka 
sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar.Karenanya anak-anak membutuhkan 
kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat 
mereka lebih baik.Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh.
1
 
Dalam pasal 1 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. 
1. yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas)tahun,termaksud anak yang masih dalam kandungan. 
                                                             
1 John gray. children are from heaven, Jakarta;ramedia pustaka utama,200,  h.1 
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2. Perlindungan anak adalah segala sesuatu keggiatan untuk menjamin 
untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Peter mahmud marzuki dalam bukunya 
pengantar ilmu hukum, menuliskan bahwa bukan hak diciptakan oleh 
hukum, melainkan hak yang memaksakan adanya hukum.
2
 
Kelima unsur di atas berhak dipenuhi oleh Orang Tua terhadap anak 
meskipun dalam suatu hubungan perkawinan, kadangkala memang akan terjadi 
suatu perceraian. Perceraian dapat dikatakan suatu malapetaka dalam rumah 
tangga terutama pada anak yang menjadi korban utama perceraian. 
Dalam suatu pasangan yang akan bercerai, mereka akan disibukkan 
dengan mencari pembenaran terhadap keputusan mereka untuk berpisah. Mereka 
tidak lagi mempertimbangka bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita 
dengan keputusan tersebut dan kadangkala kehilangan haknya,yaitu anak-anak. 
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak Orang Tua yang lalai 
dalam memenuhi hak anaknya terutama jika kedua Orang Tua-Nya menjalani 
proses perceraian, mereka cenderung hanya memikirkan bagaimana untuk 
mendapatkan keputusan pengadilan yang adil untuk mereka. Padahal hak-hak ini 
telah mendapatkan perlindungan khusus.Hak asuh anak seringkali menjadi 
permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian.Bahkan tidak jarang bila antar 
                                                             
2 Peter mahmud marzuki, pengantar ilmu hukum, h. 174. 
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mantan suami ataupun mantan istri saling berebut mendapatkan hak asuh anak 
mereka. 
Orang tua yang di berikan wewenang terhadap hak asuh anaknya 
berdasarkan putusan pengadilan seringkali pada kenyataannya tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya, begitupun dengan pihak yang tidak mendapatkan 
hak perwalian ternyata masih sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, 
sehingga menyebabkan kepastian terhadap anak ini menjadi terabaikan dan 
penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. Di kasus lain banyak juga orang 
tua yang mengantungi putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, namun 
tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Disinilah 
akanterjadi hilangnya hak bagi anak-anak di bawah umur. Berdasarkan pemikiran 
di atas, maka kajian ini akan difokuskan pada kepastian hukum terhadap 
perlindungan hak anak sebagai korban perceraian orang tua. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 
dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI 
KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 
Untuk lebih terarahnya penilitian ini, dan untuk tidak menmbulkan 
kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis memberikan batasan 
judul dan penegasan sebagai berikut. 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penilitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada bagaimana 
bwntuk atau wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
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perceraian orang tua. Peneliti akan berupaya mencari data dan fakta 
bagaimana hakim memberika keputusan. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan 
agar lebih memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam 
draft ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata 
yang di anggap perlu. 
Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya tempat berlindung 
atau hal yang melindungi.Obyek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum 
seseorang.Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau 
kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang di tentukan oleh hukum. Perlindungan 
hukum adalah proses, perbuatan, dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, 
kekuasaan atau wewenang seseorang. 
Sedangkan kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan 
jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian 
hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin 
hak dan kewajiban setiap warga Negara. 
Anak adalah seseorang yang belum berusi 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3
 
Korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi 




                                                             
3 Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak 
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C. Rumusan Masalah 
Untuk memperjelas permasalahan yang ada nantinya dan agar lebih terarah 
serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis dalam 
menyusun suatu perumusan masalah. Adapun dari masalah pokok dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
perceraian orang tua? 
2. Bagaimana perlindungan hak terhadap anak berdasarkan Undang-
Undang No 35 Tahun 2014? 
D. Kajian Pustaka 
Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang 
tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang 
menopang terealisasinya skeripsi ini.Rujukan buku-buku atau referensi yang ada 
kaitannya dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting menyusun 
beberapa pokok pembahasan yang di maksud. Setelah menelusuri beberapa 
referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan 
dengan judul skripsi yan akan di teliti yaitu: 
Peradilan Anak Indonesia oleh Romli Atma Sasmita, buku ini membahas 
tentang peradilan yan berkaitan dengan hak anak, sehingga sangat penting bagi 
penulis untuk menjadikannya sebgai referensi dalam penyusunan skripsi ini. 
Ilmu hukum oleh prof. Dr. Satjipto rahardjo, S.H, buku ini memberikan 
informasi tentang karasteristik suatu ilmu hukum. 
                                                                                                                                                                      
4 https://kbbi.web.id/korban.html. 02 jauari 2017 
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Parents guide oleh cahyadi prabowo, buku ini membahas tumbuh kembang 
anak secara umum. Perceraian dan akibat hukum dalam kehidupan oleh M. Tahir 
Maloko, buku ini membahas tentang dampak perceraian secara garis besar. 
Aspek hukum perlindungan anak oleh Krisnawati Emeliana, buku ini 
menggambarkan anak sebagai suatu objek penting dalam negara yang berhak 
mendapatkan perlindungan lebih. Secara garis besar, referensi-referensi secara 
tidak langsung hanya menjadikan undang-undang yang berlaku sebagai patokan 
utama dalam penggambaran suatu perlindungan hukum yang akan menjadi 
pengikat suatu ketetapan. Namun tidak dapat di pungkiri bahwasanya, penetapan 
hukum kadang tidak teralisasikan secara nyata di lapangan, sehingga tujuan di 
lakukannya penelitian ini agar dapat memberikan sedikit bentuk perubahan pola 
berfikir dalam menetapkan suatu penetapan hukum. 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang 
menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. 
a. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap hak-hak anak 
korban perceraian orang tua. 
b. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No 35 Tahun 2014 
berperan dalam menegakkan hak-hak anak korban perceraian orang 
tua. 
c. Bagaimana peranan hakim dalam memutus suatu hukum terhadap anak 




F. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan bagi penulis  
Adapun kegunaan penilitian bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan 
khususnya bagaimana hakim dalam memutuskan suatu kepastian hukum yang 
berlaku pada anak korban perceraian orang tua. 
b. Kegunaan bagi penelitia lain 






A. Tinjaun Umum tentang Perlindungan Hukum dan Anak 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh 
hukum atau dengan  kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 




Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk 
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang 
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 




Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan 
sebagainya) memperlindungi. Dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 
adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban 
yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, 




Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 tahun 2002 adalah suatu 
bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 
                                                             
1
 Satjipto raharjo, ilmu hukum, h.74 
2
 Setiono, rule of law (supremasi hukum), surakarta, h.3 
3
 UU No. 23 tahun 2004 
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keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada 
korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak 
manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 
atau pemeriksaan disidang pengadilan.
4
 
2. Pengertian anak. 
“Anak / di bawah umur” menurut kamus besar bahasa indonesia adalah 
manusia yang kecil, usia yang masih rendah.
5
 
Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 
perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak 
mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak 
pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal 
bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan aset bangsa, masa depan 
Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.6 
Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senang 
tiasa harus kita jaga karna dalam dirinya melekat harkat,martabat dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus di jinjung tinggi.
7
 
Anak adalah bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia 
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki 
peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan 
dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
8
 
Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur 
seorang perempuan yang di sebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang 
                                                             
4
 Huraerah, pendidikan anak, 2006, h.19 
5
 Kamus besar bahasa inbdonesia, (cet. III;jakarta : balai pustaka, 1990), h.142 
6
 A.lesmana, defenisi anak, h. 
7
 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
8 Undang-Undang No 11 Tahun 2012  Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak 
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disebut spermatozoa yang kemudian menyatu menjadi zigot lalu tumbuh menjadi 




a. Pengertian anak menurut para ahli 
1. D.Y Witanto 
Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab dimasa yang akan 
datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan 




2. The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973 
pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke 
bawah. 
3. Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi 
pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. disebutkan 
bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. 
4. Unicep 
anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. 
5. Hurlock (1980) 
manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara 
berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, dan biasa 
berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat 
pada uraian ini. 
                                                             
9 Diunduh pada, http://dunia psikologi.dagdigdugdug.com, 21 agustus 
10
 .Y Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta, 
Pustakaraya, Cetakan Pertama, 2012) H.4 
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a) Masa Pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir 
b) Masa Jabang bayi : satu hari - dua minggu. 
c) Masa Bayi : dua minggu - satu tahun. 
d) Masa Anak-anak I : 1 tahun - 6 tahun  
e) Masa Anak-anak II : 6 tahun - 12/13 tahun  
f) Masa remaja : 12/13 tahun - 21 tahun  
g) Masa dewasa : 21 tahun - 40 tahun. 
h) Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun Masa tua : 60 tahun – 
meninggal. 
6. pengertian anak menurut pertaturan perundang-undangan 
a. pengertian anak menurut UUD 1945 
Pengertian anak terdapat dalam pasal 34 undang-undang dasar 1945   
yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak di pelihara oleh negara” 
b. Pengertian anak menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 
perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak. Dalam undang-undang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) :” 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas ) 
tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan. 
c. Pengertian anak menurut Hukum perdata 
Dalam pasal 330 ayat (1) kitab undang – undang hukum perdata (KUH 
Perdata) di tegaskan bahwa : “ yang belum dewasa adalah mereka 
yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin 
12 
 
sebelumnya. Bila perkawinan di bubarkan sebelum genap 21 tahun 
maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
11
 
d. Pengertian anak menurut undang-undang hukum pidana. 
Dalam kitab undang-undang hukum pidana memang tidak di jelaskan 
dengan tegas tentang pengertian anak ataupun mengatur tentang 
batasan seseorang di katakan dewasa atau masih dalam kategori anak. 
Tetapi dalam pasal 45, pasal 46, pasal 47 tentang pengaturan seseorang 
yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai 16 (enam belas) 
tahun mendapat pengurangan ancaman hukum dibanding orang 
dewasa. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan 
aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku 
menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang 
pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kejahatan yang 
layak dan masa depan yang baik. Oleh karna itu, jika anak tersebut 
tersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh memerintahkan 
supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, 
walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukum.
12
 
7. Pengertian anak menurut al-qur’an 
Dalam menyebut istilah anak, al-qur’an menggunakan istilah yang 
beragam. Salah satu di antaranya adalah sebagai berikut: 
 
a. Aqrab 
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 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (CV utomo, 2005), h. 4 
12
 Darwan prints, hukum acara pidana. Suatu pengantar, h.3 
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Kata aqrab berulang sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an salah satunya 






“ diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jik ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat 
untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah kewajiban 
atas orang-orang yang bertakwa”. 
3. Hak-hak Anak 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak 
berkebutuhan khusus (ABK)  di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak, 
sedangkan anak terlantar pada 2017 masih mencapai 16.290 anak yang di data 
menjadi anak jalanan di mana anak tersebut tersebar di 21 provinsi di Indonesia.
13
 
Maka dari itu negara harus memberikan kepastian terhadap hak anak untuk 
mengurangi tingkat populasi anak yang terlantar. 
a. Hak Anak Dalam Undang-Undang Dasar 1945 
Rumusa UUD 1945 yang di hasilkan sebagai perubahan kedua UUD 1945 
ini, masih menyisahkan kekurangan khususnya mengenai perlindungan anak, 
yakni tidak di sebutkannya “hak partisipasi anak”. Padahal hak berpartisipasi 
(paricipation), dalam kategori KHA, merupakan satu dari empat hak anak yang 
                                                             
13 www.jawapost.com data komenpos 
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penting, disamping hak atas kelangsungan hidup (survival), tumbuh kembang 
(developement). Prinsip umum perlindungan anak meletakkan dan non 
deskriminasi sebagai alas hak yang tidak bisa di abaikan. Artinya, mustahil 
tumbuh kembang anak bisa tercapai bila ada perbedaan perlakuan hanya karna 
alasan etnisitas, agama, jenis kelamin, warna kulit serta faktor – faktor lain. 
Begitupun kita tidak bisa berdalih untuk kepentingan terbaik anak bila kita tidak 
pernah memberi ruang bagi anak dalam mengemukakan pendapat. 
Hak partisipasi itu menyangkut, misalnya hak untuk secara bebas 
menyatakan pendapat dan di dengar (pasal 12 dan 13), hak atas kebebasan 
berpikir (pasal 14), hak atas kebebasan berkumpul dan berhimpun secara damai 
(pasal 15). Hak pertisipasi, sebagai bagian dari hak-hak sipil (dan politik) anak 
harus terpenuhi terutama bila akan memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini sudah 
menjadi tuntutan anak-anak dari seluruh dunia, yang merupakan hasil perhitungan 
petisi “say yas for children”, bulan Mei 2002, secara tegas menyebutkan 
pengutamaan anak disetiap kebijakan pemerintah dengan melibatkan partisipasi 
anak. 
Substansi hak anak yang tercantum dalam rumusan pasal 28B ayat (2) juga 
kurang lengkap karna seolah-olah hanya memandang anak perlu mendapatkan 
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Mestinya, perlindungan 
yang diberikan negara terhadap anak sebagai salah satu kewajiban generik, negara 
juga memberikan perlindungan terhadap ekpolitasi dan penelantaran. Hal ini perlu 
disebutkan secara gamblang agar kehadiran pasal ini menjadi payung hukum yang 
kokoh dalam upaya perlindungan anak. Sebab posisi anak yang rentan dan 
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tergantungan sebagai akibat hubungan yang tidak setara antara anak dan orang 
tua.bukan hanya membuat anak berpotensi menjadi korban kekerasan dan 
diskriminasi tapi juga ekspolitasi ekonomi dan seksual serta penelantaran.  
Konstruksi sosial yang menempatkan anak subordinat terhadap orang tua 
memungkinkan orang tua melakukan apa saja terhadap anaknya, meski tanpa 
disadari merugikan sang anak. 
Dengan berpihak pada kepentingan terbaik anak maka sesungguhnya MPR 
RI, sebagai penjelmaan seluruh rakyat telah meletakkan dasar yang akurat bagi 
keterlangsungan bangsa ini. 
B. Tinjauan umum tentang perkawinan dan perceraian 
1. Pengertian perkawinan 
Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 1 
yang berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir – batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri, dengan tujuan 
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, pengertian 
perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut UU tidaklah terdapat perbedaan 
yang prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isterinya dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda halnya dengan Kitab Undang – Undang 
Hukum Perdata, sebab KUH Perdata tidak mengenal definisi dari perkawinan. 
16 
 
Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki – laki dan seorang 
perempuan untuk waktu yang lama, UU memandang perkawinan hanya dari 
hubungan keperdataan demikian bunyi Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Artinya 
bahwa pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, 
hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam Kitab 




Sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga 
yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan 
Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban dari perkawinan, 
pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua
15
. 
Perkawinan adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan 
diri antara seorang laki-laki dan wanita menghalalkan hubungan kelamin antara 
kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahgaian hidup berkeluarga yang 




Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat 
tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, 
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 Soebekti.Pokok – Pokok Hukum Perdata. Bandung: PT Intermasa. 2003. h. 23 
15
Soebekti, intermasa, 2002. h. 7  
16
 Ny. Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.(cet.II : Yogyakarta: Liberty 1986),h. 54 
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untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syariat.
17
 
Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu 
sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian pula dengan syariat islam. 
Diantara tujuan-tujuan itu adalah: 
Melanjutkan keturunan yang merupakan sumbangan hidup dan 
penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, 




“Allah jadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 
bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki 
yang baik-baik.” 
2. Pengertian perceraian 
Kata cerai merupakan kata yang sering kali didengar ditengah-tengah 
masyarakat,ungkapan itu muncul sebagai hubungan dari adanya suatu perkawinan 
yang pernah dilaksanakan. Dengan demikian, dalam membahas maslah 
perkawinan para ahli hukum seringkali menghubungkan dengan persoalan 
perceraian, karena perceraian tidak akan muncul atau timbul tanpa adanya 
perkawinan. Cerai tersebut merupakan kata yang dikenal dalam kamus bahasa 
Indonesia dan kata itu digunakan dalam pembahasan umum yag berhubungan 
dengan masalah perkawinan. 
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 Tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum islam terdapat pada pasal 3 disebutkan 
bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga kehidupan rumah tangga yang sakinah 
mawaddah dan warahmah. KHI (Kompilasi Hukum Islam). 
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Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab 
dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan  
menurut pasal 208 KUHPer menjelaskan bahwa perceraian atas persetujuan suami 
istri tidak diperkenankan. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah 
dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal 
seperti,kematian dan atas putusan pengadilan.
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Menurut subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan 
dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.
19
 
Menurut subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan 
dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut 
subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan 
hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. 
Menurut kompilasi hukum islam (KHI) pasal 114 menjelaskan bahwa 
putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 
thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian.
20
 
Menurut kompilasi hukum islam (KHI) pasal 114 menjelaskan bahwa 
putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 
thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian. 
Pada penjelasan umum atas undang-undang Republik Indonesia No.1 
Tahun 1974 tentang perkawinan  angka empat huruf e dijelaskan bahwa karena 
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan 
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sejahtera,  maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar 
terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan 
tertentu  serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.  
Penjabaran dari penjelasan umum tersebut tertuang dalam Undang-
Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 (1), (2) dan (3) sebagai 
berikut: 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. 
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 
suami istri itu tidaka akan hidup rukun sebagai suami istri. 




Dengan adanya undang-undang tersebut, tidaklah mudah perceraian itu 
terjadi , tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi dalam praktek sehari hari , 
seseorang karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, 
maka kedua belah pihak bisa dengan mudah bercerai. 
Untuk memperkecil atau mempersukar suatu perceraian, maka dalam 
undang-undang ada batasan-batasan untuk melakukannya, bahwa suami istri itu 
sudah tidak dapat lagi menjadi sepasang suami istri. Dengan alsan-alasan itu, 
perceraian harus dilakukan di pengadilan agama bagi yang beragama islam dan di 
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pengadilan negeri bagi yang beragama lain. (ex PP No.9 Tahun 1975 Pasal 1 
huruf b). 
Alasan alasan untuk bercerai secara tegas telah di atur di dalam pasal 39 
undang-undang No.1 tahun 1974, ayat (1) : perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) : untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat 
hidup rukun sebagai suami istri.
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Dengan penjelasan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 
Kompilasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh 
suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian kepada 
pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut: 
1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 
dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya. 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang berat setelah perkawinan berlangsung 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. 
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5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
menjalankan kewajibannya sebagai suami sitri. 
6. Antara suami istri terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
7. Suami melanggar ta’lik talak 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam 
rumah tangga. 
Apabila salah satu alasan terpenuhi,maka di anggap cukup oleh hakim atau 
pengadilan untuk mengabulkan permohonan talak atau gugatan cerai dari pihak.
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Setidaknya ada empat kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan 
rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu: 
1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri 
Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dlakukan seorang istri terhadap 
suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan 
dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. 
2. Nusyuz suami terhadap istri 
Kemungkinan nusyuz tidak hanya datang dari pihak istri namun dapat juga 
datang dari suami. Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz hanya datang 
dari pihak istri. 
3. Terjadinya syiqaq 
Terjadinya nuyus karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq (percekcokan). 
Dalam undang-undangg No.7 tahun 1989 dinyatakan bahwa syiqaq adalah 
perselisiha yang tajam dan terjadi secara terus menerusantar suami istri. 
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4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fahisya) 
Saling tuduh menuduh antar keduanya. Cara menyelesaikannya adalah 
dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan. 
Setiap kasus perceraian yang terjadi baik itu cerai talak ataupun cerai 
gugat tidak ada yang bisa di salahkan, karena mempertahankan keluarga yang 
tidak harmonis sama saja mempertahankan penyakit dalam tubuh. Yang harus 
menjadi perhatian dalam hal bagaimana perkawina tersebut dapat dipahami 




Dalam kehidupan rumah tangga, banyak masalah yang akan memberikan 
dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Keluarga yang parah adalah 
anggota keluarganya mengalami konflik intrapribadi yang akan sulit untuk 
berkembang menjadi suatu keluarga yang kuat dan bahagia.
25
 
Keluarga sangat memberikan pengaruh terhadap anak, hubungan anggota 
keluarga dengan anak menjadi landasan sikap terhadap orang, benda, dan 
kehidupan secara umum. Mereka juga meletakkan landasan bagi pola penyesuaian 
dan belajar berfikir tentang diri mereka sebagaimana dilakukan anggota keluarga 
mereka. Akibatnya mereka belajar menyeseuaikan kehidupan atas dasar landasan 
yang diletakkan sebagian besar terbatas atas rumah.
26
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Dengan meluasnya lingkup sosial dan adanya kontak dengan teman sebaya 
dan orang-orang sebaya diluar rumah, landasan awal ini mungkin berubah dan 
dimodifikasi namun tidak akan pernah hilang sama sekali. Sebaliknya landasan ini 
mempengaruhi pola sikap dan perilaku dikemudian hari.
27
 
Betapa luasnya pengaruh keluarga pada anak dan perkembangannya, hal 
inibaru dapat di hargai sepenuhnya saat seseorang menyadari apa saja yang 
penting di berikan keluarga pada anak: 
a) Perasaan aman karna menjadi anggota kelompok yang adil 
b) orang-orang yang diandalkannya dalam memenuhi kebutuhannya (fisik 
dan psikologi) 
c) sumber kasih sayang dan penerimaan yang tidak terpengaruh oleh apa 
yang mereka lakukan. 
d) Orang-orang yang dapat diharapkan bantuannya dalam memecahkan 
masalah yang dihadapi anak dalam penyesuaian kehidupan. 
e) Bimbingan dan bantuan dalam mempelajari kecakapan motorik, verbal, 
dan sosial yang diperlukan untuk penyesuaian. 
f) Sumber persahabatan sampai mereka cukup besar untuk mendapatkan 
teman diluar rumah atau bila teman diluar tidak ada. 
Sebuah rumah tangga gagal memberikan sumbangan yang penting ini 
bertanggung jawab atas penyesuaian pribadi dan sosial anak yang buruk.
28
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Bentuk dan banyaknya pengaruh selama perkembangan anak bergantung 
pada dua kondisi, yaitu jenis pola keluarga dan siapa anggota-anggota keluarga 








A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang 
disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain 




Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian dapat dirumuskan dengan 
kemungkinan sebagai berikut : 
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu proses.
2
 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hokum ini 
adalah penelitian hokum empiris, atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. 
Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk
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b. Lokasi Penelitian 
Untuk melengkapi data penlitian penulis mengambil lokasi penelitian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B. Penulis mengambil lokasi penelitian 
di Pengadilan Negeri Agama Sungguminasa kelas 1B, karena tempat dan lokasi 
mudah terjangkau oleh kendaraan dan merupakan suatu Pengadilan Agama yang 
terdapat kasus yang saat ini sedang diteliti oleh penulis. 
B. Pendekatan Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh 
nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu 
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejalalainnya. Maksudnya adalah terutama 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, 
atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru .
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Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang proses penyelesaian sengketa 
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C. Sumber Data 
Sumber data yang di peroleh dalam penelitian hukum empiris adalah 
sumber data sebagai berikut: 
a. Sumber data primer 
 Pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini pihak 
yang terkait yaitu hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B. Dari hasil 
wawancara dengan hakim ketua selaku hakim yang ditunjuk oleh majelis hakim 
untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak. 
b. Sumber data sekunder 
sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara yang pada umumnya berupa bukti, 
catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan 
maupun yang tidak di publikasikan. 
D. TeknikPengumpulan Data 
a. Teknik wawancara  
Sutrisno Hadi menjelaskan sebagai wawancara yang dilakukan dengan 
mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian 
dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara 
bebas sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan sehingga kebekuan atau 
proses wawancara dapat terkontrol .
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Teknik wawancara adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data 
dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut 
                                                             
5






dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pihak-pihak yang akan dimaksud dalam teknik wawancara disini adalah 
Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B.. 
b. Studi dokumen atau bahan pustaka 
Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, 
mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, mengenai hak anak 
dibawah umur, buku tentang Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban 
perceraian berdasarkan putusan Pengadilan, undang-undang no 35 tahun 2014 
tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002, dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
D. Instrumen Penelitian 
Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedudukan khusus, yaitu 
sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, serta 
pelapor hasil penelitiannya.
6
 Instrument pendukung pada penelitian ini adalah 
menggunakan alat perekam suara atau tape recorder, kamera digital, serta alat 
tulis. Tape recorder digunakan untuk merekam data lisan saat wawancara, 
kamera digital untuk mengambil gambaran atau foto. Alat tulis digunakan untuk 
mencatat dan catatan ini merupakan catatan lapangan. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis 
kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata 
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atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan  pengamatan 
lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, 
sehingga dapat dilakukan untuk  responden yang jumlahnya sedikit. 
Setelah  melalui proses pengolahan yang selektif, kemudian data tersebut 
dijabarkan secara deskriptif  analisis, yaitu dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian  
yang  nantinya dapat menjawab permasalahan yang dibahas. Bambang sunggono 
mengemukakan bahwa deskriptif analisis adalah bahwa permasalahan yang ada 
dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori-teori 




a. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Yang mana data 
kulitatif disini mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan 
penguraian terakhir diambil suatu kesimpulan. Sedangkan metode interaktif 
adalah  model analisa data yang dilakukan dengan cara reduksi data. Penyajian 
data dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Kegiatan komponen itu dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Reduksi data 
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus, bahkan 
sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun. 
b. Penyajian data 
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang member 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
c. Penarikan kesimpulan 
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti benda-
benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur 
sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap 
terbuka dan skepstis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, 








KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN 
PERCERAIAN ORANG TUA 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B Tertentu 
1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 
TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang 
Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 
(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). Kepala Daerah TK.II Gowa yang 
pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama 
Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan 
Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI) 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 
tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 
Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 
32 
 
atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 
bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 
sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 
TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang 
Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 
(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). Kepala Daerah TK.II Gowa yang 
pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama 
Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan 
Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI) 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 
tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 
Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 
atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 
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bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 
sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956 
a. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1957 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan 
wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang 
kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya 
hanya sebagai do’a dan imam pada shalat I’ed. 
b. Keputusan Menteri Agama nomor 87 tahun 1966 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 
Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa 
secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 
ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian 
Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 
1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 
Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 
Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 
bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 
Desa 
2. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun: 
 
a. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
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b. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982) 
c. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 
d. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 
e. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 
f. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 
g. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 
h. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 
i. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 
j. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 
k. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 
l. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 
n. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang)1 
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 
VISI 




a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan 
b. Memberika pelayanan hukum  yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan 
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan 
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan 
e. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 
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f. Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan 
g. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa 
h. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis 
teknologi informasi 
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B  
 
Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK 
II Gowa,dengan letak georafis 12’ 38.16’ Bujur timur dari Jakarta dan 5  33.6’ 
Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara 
12’ 33.19’ hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7’ Lintang selatan 
dari Jakarta 
Kabupaten Gowa berbatasan dengan : 
a. Sebelum Utara Kabupaten Maros 
b. Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng 
c. Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar 
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d. Sebelah Barat Kota Gowa 
Bahwa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah 
Bugis- Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di 
ibukota Kabupaten. Wilayah adminitrsinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 
terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 
kilometer persegiatau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi 
Selatan. Wilayah Kab.Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 
72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu 
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, 
Bontolempangan, dan Biring bulu. 
Dari total luas Kab.Gowa 35.30 %mempunyai kemiringan tanah diatas 
40’,yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompo Bulu. 
Kab.Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai 
yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 881 Km2 
dengan panjang90 Km.dengan luas daerah aliran yang cukup besar yaitu ada 15 
sungai. 
Berikut daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa pada wilayah hukum 







No. Kecamatan Kelurahan / Desa 














































Kelurahan Mata Allo 
























Desa Bontolangkasa Utara 



























































































Desa Beru Tallasa 
Desa Borimasunggu 
Desa Batu Rappe 




























5. Struktur Pengadilan Agama Makassar Klas IA 
Ketua  Drs. Ahmad Nur, M.H. 
Wakil Ketua  Dra. Hj. Nurbaya 
Hakim 
a. Dra. Hj. Hadidjah, M.H. 
b. Drs. Kasang 
c. Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. 
d. Dra. Haniah, M.H. 
e. Drs. M. Thayyib Hp. 
f. Mudhirah, S.Ag., M.H. 
g. Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. 
h. Ruhana Faried, S.HI., M.HI. 
Panitera Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H. 
Sekretaris  Drs. Muhammad Amin, M.A. 
Panitera Muda Gugatan  Dra. Nadirah 
Panitera Muda Permohonan  Nur Intang, S.Ag. 
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Panitera Muda Hukum  Agus Salim Razak, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti 
  
a. Dra. Hj. Musafirah, M.H. 
b. Dra. I. Damri 
c. Darmawati, S.Ag. 
d. Rahmatiah, S.H. 
e. Drs. H. Misi, S.Ag. 
f. Hasbiyah, S.H. 
g. Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. 
h. Dra. Jasrawati 
i. Ibrahim, S.H. 
j. Andi Tenri, S.Ag. 
k. Dra. Hj. Aisyah 
l. Achmad Tasit, S.H. 
m. Khairuddin, S.H. 
n. Bulgis Yusuf, S.HI., M.H. 
Jurusita 
a. Muh. Aleks, S.H. 
b. Hairuddin, S.H. 
c. Fakhri, S.H. 
Jurusita Pengganti 
a. Sirajuddin 
b. Purnama Santi 
Kasubbag Kepegawaian, dan 
Ortala 
 Erni, S.H. 
Kasubbag Perencanaan, TI, dan 
Pelaporan 
 Andi Suryani M, S.Kom. 
Kasubbag Umum dan 
Keuangan 
 Verry Setya Widyatama, S.Kom. 
Staf   Aswad Kurnawan, S.HI. 
 
B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai 
korban perceraian 
Anak merupakan karunia terindah dalam kehidupan berkeluarga, anak juga 
merupakan penunjang kehidupan setiap orang tua kedepannya. Dengan adanya 
kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri 
setiap orang tua, baik buruknya seorang anak itu semua merupakan kondisi psikis 
dari orang tua sang anak. Usia seorang anak merupakan salah satu tolak ukur 
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dalam kajian hukum untuk menentukan pertanggungjawaban orang tua terhadapa 
anak atas kondisi yang terjadi di dalam sebuah bahterai keluarga. Secara umum, 
pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif, dalam kamus besar 
bahasa indonesia (KBBI) bahwa pengertian anak merupakan manusia yang masih 
kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal 
yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangant labil 
jiwanya, sehingga sangat mudah di pengaruhi lingkungannya.
2
 
Pertumbuhan seorang anak apabila mengacu pada aspek psikologis, 
pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-
masing di tandai dengan berbagai macam ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan 
kriteria seorang anak, disamping itu dapat di lihat atau di tentukan atas dasar batas 
usia seorang anak dan juga dapat di lihat dari pertumbuhan perkembangan jiwa 
yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembagan, seorang anak mengalami tiga 
fase, yaitu: 
1. Masa kanak-kanak 
a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai 2 tahun. 
b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu usia anak antara 2-5 tahun  
c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu usia anak antara umur 5-12 tahun 
2. Masa remaja, antara umur anak dari 13-20 tahu. Masa remaja adalah masa 
diaman perubahan cepat terjadi dalam segalah bidang yang di pengaruhi dari 
dalam dan dari luar yang mencakup tentang perubahan perasaan, 
kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian seoran anak. 
                                                             
2
 Poerdinata, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta pers 1999) hl. 735 
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3. Masa dewasa muda, yaitu usia anak antara 21-25 tahun. Pada masa dewasa 
seorang anak, pada umumnya masih dikelompokkan pada generasi muda. 
Meski dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul 
dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil dalam proses pemikiran kondisi 
yang ada di sekitarnya baik meliputi lingkungan, teman sekolah dan kondisi 




Kegiatan tentang perlindungan anak membawa akibat hukum. Baik dalam 
kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan 
jaminan bagi setiap kegiatan perlindungan anak, Dra. Hj. Hadijah, M.H. 
mengemukakan bahwa, 
“kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan 
perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawah akibat 





Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dilakukan berdasarkan pancasila 
dan undang-undang dasar 1945. Adapun prinsip-psinsip perlindungan anak 
tersebut diatur sebagai berikut: 
1. Nondiskriminasi 
Yaitu, perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok 
yang terdapat dalam konvensi hak anak. 
 
                                                             
3
Bunadi Hidayat, perkembangan anak (Bandung, PT. Alumni 2014) hl 14 
4
Dra. Hj. Hadijah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, wawancara 
10 Maret 2019 
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2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 
Yaitu, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh 
pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka perlindungan anak 
harus menjadi pertimbangan utama. 
Kepentingan anak harus menjadi tolok ukur pertama terhadap setiap 
keputusan yang akan diambil yang menyangkut dengan masa depan anak. 
Dalam perceraian orang tua, kepentingan yang terbaik bagi anak sangat 
diutamkan, terutama kedepannya, perceraian menimbulkan banyaknya perubahan 
kebiasaan sehari-hari dalam lingkungan kehidupan anak, sehingga yang terbaik 
bagi anak yang berada dalam situasi orang tua bercerai adalah pentingnya peranan 
kerabat serta lembaga-lembaga yang berwenang menangani permasalahan ini. 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 
perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap anak yang di 
lindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua. 
Anak berhak untuk mendapat kehidupan yang layak seperti anak-anak pada 
umumnya meskipun anak tersebut adalah korban perceraian orang tua.  
Anak berhak untuk berkembang menjadi pribadi yang baik dan terarah atas 
bimbingan orang tua, bukan berarti anak korban perceraian tidak mampu 
berkembang dengan baik karna kondisi kelurga yang tidak lengkap. 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak 
Yang dimaksud tentang penghargaan terhadap pendapat anak adalah 
penghormatan terhadapa hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan 
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Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-
anak anak, agar dapat hidup tumbuh berkembang dan mampun berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan kodrat martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari korban perceraian orang tua, 
sehingga dapat terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan 
sejahtera di lingkunggannya. 
Perlindungan hukum ini juga menjamin anak dalam mengambil setiap 
keputusan hidup yang dinilai sesuai dengan usianya serta keadaannya.  
Terkhusus anak korban perceraian, ia merupakan anak yang membutuhkan 
perhatian khusus terutama anak yang orang tuanya ketika bercerai juga tidak 
sepakat dalam menentukan hak asuh anak sehingga mereka memberikan 
kepercayaan kepada lembaga pengadilan agama untuk menentukan kepada siapa 
anak ini akan diasuh. 
Dalam penentuan hak asuh anak tentu tidak mudah, banyak aspek yang 
menjadi pertimbangan hakim, terutama putusan terhadap hak asuh anak ini 
menetukan kelangsungan hidup anak tersebut hingga ia dewasa dan mampu 
menentukan jalan hidupnya sendiri. 
Banyaknya anak terlantar disebabkan banyaknya hak-hak anak yang tidak 
terealisasikan. 
                                                             
5
 Gosita, Masalah undang-undang perlindungan anak (akademika Presindo, Jakarta 
2005) hl 23 
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Akan muncul banyaknya pertanyaan tentang bagaimana pengadilan agama 
menjamin hak-hak anak bisa terpenuhi?, apakah setiap putusan yang dikeluarkan 
pengadilan agama mampu dilaksanakan dengan baik oleh kedua orang tua yang 
telah bercerai? 
Muhammad fitrah, M.H menyatakan bahwa; 
“pengadilan merupakan lembaga Negara yang bertugas menerima, 
memeriksa serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun 
keputusan yang dikeluarkan pengadilan agama yang dalam hal ini mengenai 
hak asuh anak, maka pengadilan menyediakan jurusita sebagai pengawas 
pelaksanaan putusan tersebut, kalaupun putusan itu tidak dilaksanakan 
sesuai dengan yang tertera dalam putusan, maka pengadilan agama 
memberikan wewenang penuh kepada anak untuk melakukan tindakan 
hukum didampingi kerabat serta penasehat hukum untuk memasukkan 




Rustiana menyatakan bahwa dampak dari perceraian orang tua terhadapa 
anak dapat menganggu kondisi psikis anak. 
“Anak yang kondisi psikisnya terganggu, kebanyakan terjadi yang berawal 
mula dari kurang harmonisnya kondisi keluarga, kekerasan orang tua dan 
perceraian atas kedua orang tua anak. Kondisi seperti ini kadang akan 
mengacuh pada kepribadian anak yang membuat sang anak bahwa 
lingkungannya sangat tidak kondusif untuk berbaur sehingga anak sangat 
minim dalam berbaur di sekitarnya”
7
 
Anak yang merupakan sebuah titipan dari Tuhan yang esa adalah kewajiban 
dari setiap orang tua untuk menjaga baik dari luar maupun dari dalam, namun 
realita atau kondisi di lingkungan bermasyarakat kadang berbanding terbalik dari 
apa yang diinginkan dari setiap individual. Dalam realita masyarakat Indonesia 
masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang diekploitasi 
                                                             
6 Muhammad fitrah, hakim pengadilan agama sungguminasa kela 1B, wawancara (5 april 
2019) 
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sebagai pengemis, anak di bawah umur yang dipekerjakan, diperdagangkan dan 
dijadikan sebagai alat untuk memenuhi keperluan orang dewasa, anak yang 
mengalami kondisi seperti itu kadang mereka adalah korban perceraian orang tua 
yang akhirnya mereka tidak mendapatkan hak-hak dari orang tua mereka. 
Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan 
sejahtera, upaya perlindungan anak dilakukan sedini mungkin, yakni janin dalam 
kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi 
perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan konfetitif, undang-undang 
meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-
asas nondiskriminasi, kepentingan anak yang lebih baik, hak anak untuk hidup 
dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
8
 
Deskriminasi terhadap anak sering terjadi namun jarang dilakukannya 
tidakan hukum, penunggakan nafkah anak yang tertunda sering disepelekan, 
padahal anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak yang orang 
tuanya tidak bercerai. 
1. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
Perlindungan hukum terhadapa anak berlaku semua anak, baik anak yang 
berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-
undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, selain mengatur hak-hak 
anak, dalam pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan 
khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan hukum sebagaimana 
                                                             
8 Muhammad Fitrah, S.HI., M.HI, wawancara, 5 April 2019 
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dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkomflik dengan hukum dan 
korban tindak pidana yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, 
baik pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat yang berwenang 
mengatur tentang perlindungan anak dan lembaga negara lainnya.
9
 
Masyarakat mempunyai kecendrungan untuk membagi lingkaran kehidupan 
dalam dua tahap, yaitu anak-anak dan dewasa. Perpindahan dari tahap ketahap 
lainnya, secara antropologis, ditandai dengan adanya perkembangan atau 
pertumbuhan secara fisik. Hal ini membawa sejumlah konsekuensi sosial dan 
hukum, dengan sejumlah norma yang harus dipenuhi seseorang. 
Menurut Dra. Hj. Nurbaya, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Makassar 
Klas IA, beliau menyatakan; 
Dimata hukum, setiap manusia memiliki hak sama, termasuk anak. Dalam 
proses perlindungan anak harus secara netral tidak harus memandang anak 
ini berasal dari suku, agama ras dan budaya apapun harus sama prosesnya di 
mata hukum. Namun terkhusus bagi anak yang korban perceraian orang tua, 




Munculnya tindakan-tindakan kriminal pada anak korban perceraian 
disebabkan kurangnya menghargai hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. 





                                                             
9 Nurawalia, Wewenang hak setiap anak dimata hukum, (Skripsi). hl 76 




2. Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945 
Didalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 
1945ditegaskan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa 
anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk 
memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari segi amanapun 
oleh pemerintah dan merupakan tanggung jawab penuh oleh negara. Bangsa 
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang mempunyai komitmen 
untuk menjamin keselamatan dan ketentraman setiap warga negaranya termasuk 
anak yang harus terpenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani setiap 
aktivitasnya serta terlibat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan sebagai warga negara indonesia yang terlindungi. 
Perlindungan anak juga di tegaskan dalam Undang-undang Dasar tahun 
1945 yaitu pasal 28 D ayat (1)  yang menegaskan tentang “setiap orang berhak 
atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan Hukum” 
Anak yang menjadi korban perceraian orang tua bukan ahnya di lindungi 
oleh negara semata, islam juga mengajarkan bahwa anak adalah tanggung jawab 
dari setiap manusia yang mampu untuk melakukannya. 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 
dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan 
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
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haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam 
Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab 
II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undangundang tersebut, 
dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial 
belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi 
yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan 
anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini 
mengatur tentang kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan 
umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap 
anak menurut Undang-Undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang 
jasmani, rohani, dan sosial. 
Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa 
usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi 
tanggung jawab orang tua. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis 
dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan 
harapan masyarakat masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, ataupun 
keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus 
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C. Bagaimana perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang No 35 
Tahun 2014 
Hak setiap anak adalah tanggung jawab bagi negara, keluarga dan orang tua, 
hak dari setiap anak harus terpenuhi jikalau itu memang benar-benar harus 
dilaksanakan dan tidak harus dalam penundaan. Setiap warga negara harus 
menjadi tanggung jawab penuh oleh pemerintah termasuk hak dalam pemenuhan 
kebutuhan. Anak yang dalam keadaan orang tuanya cerai sudah jelas diterankan 
dalam undang-undang dasar 1945, seperti di jelaskan dalam pasal 1 ayat (2) 
tentang hak anak oleh orang tua yang telah cerai. 
Berikut penjelasan tentang ketentuan pasal 14 dan pasal15 ayat (2) nomor 
35 tahun 2014 tentang hak-hak anak oleh orang tua. 
Pasal 14 
(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 
ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan 
atau perceraian orang tua namun merupakan sebuah prioritas kepentingan 
anak oleh orang tuanya dan merupakan pertimbangan terakhir 
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), 
anak berhak 
                                                             
11
 Sudirman, Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-hak 




a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 
kedua orang tuanya 
b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya 
sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya 
c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya 
d. Memperoleh hak-hak anak yang lainnya darin orang tua 
Pasal 15 
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
a. Penyalagunaan dalam hal kegiatan politik 
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata 
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial 
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan 
e. Pelibatan dalam peperangan, dan 
f. Kejahatan seksual 
berikut adalah penjelasan Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungana anak. 
Perubahan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 di jelaskan secara umum, 
yaitu: 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu 
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu 
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mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya 
perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan 
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. 
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak 
asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan 
Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat 
nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui 
ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi 
Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-
Hak Anak) 
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang 
Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya 
hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan 
terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak 
untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya 
dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya 
perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip 




Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan 
Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, 
Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, 
Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi 
konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip 
nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat 
anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-
Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak 
sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. 
Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan 
secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-
undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan 
terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, 
memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan 
penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak 
diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
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Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda 
bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta 
mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan 
sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan 
untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian 
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Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan, maka berikut ini penulis 
akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus 
sebagai bahan evaluasi bagi pihak pengadilan agama sungguminasa kelas 1B 
Dalam mengaplikasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
perceraian orang tua, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana kepastian  hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai 
korban perceraian, Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dilakukan 
berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Adapun prinsip-
psinsip perlindungan anak tersebut diatur sebagai berikut: 
a. Nondiskriminasi, yaitu perlindungan anak dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak. 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan 
yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan 
legislatif dan yudikatif, maka perlindungan anak harus menjadi 
pertimbangan utama 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu Yang 
dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 
perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap anak 
yang di lindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua 
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d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu Yang dimaksud tentang 
penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadapa 
hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 
pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang menyangkut 
kehidupan, anakpun berhak mengambil setiap keputusan akan 
kepercayaan. Dalam persidangan sengketa hak asuh anak, anak pun 
berhak untuk memilih kepada siapa dia ingin di asuh dengan catatan 
hakim menilai dari sudut pandang orang dewasa. 
2. Menganalisis kepastian hukum terhadap perlindungan anak sebagai 
korban perceraian orang tua dan bagaimana kepastian hukum bagi anak 
korban perceraian orang tua dalam Undang-undang 1945 
B. Implikasi penelitian 
Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan, maka berikut ini penulis 
akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus 
sebagai bahan evaluasi bagi pihak Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B 
dalam mengaplikasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
perceraian orang tua, yaitu sebagai berikut:  
1. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengaplikasikan 
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua . 
2. Untuk menjadi bahan pedoman bagi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kelas dalam mengaplikasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai 
korban perceraian orang tua. 
3. Sebagai bahan rujukan atas penerapan putusan-putusan sebelumnya. 
60 
 
4. Sebagai landasan hukum anak dalam menjalani kehidupannya meskipun 
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